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ABSTRAK 
 

Islamofobia merupakan fenomena global yang telah berkembang dari prasangka individu 

menjadi diskriminasi yang dilembagakan melalui kebijakan dan institusi negara. Di India, 

Islamofobia memiliki karakteristik khusus karena berkaitan erat dengan nasionalisme 

mayoritarian berbasis ideologi Hindutva, terutama sejak Narendra Modi menjabat sebagai 

Perdana Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan 

praktik negara pada masa pemerintahan PM Narendra Modi periode 2019–2024 

berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat Islamofobia struktural terhadap komunitas 

Muslim di India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library 

research melalui analisis literatur, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen 

resmi pemerintah. Kerangka analisis yang digunakan adalah konsep Islamofobia struktural 

dari Khaled A. Beydoun yang menekankan peran negara dalam melegitimasi diskriminasi 

melalui hukum, kebijakan, retorika politik, serta praktik pengawasan dan represi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Citizenship Amendment Act (CAA) 2019, 

National Register of Citizens (NRC), pencabutan Pasal 370 dan 35A di Jammu dan Kashmir, 

serta Undang-Undang anti-konversi mencerminkan pola diskriminasi sistematis yang 

menargetkan komunitas Muslim secara tidak adil. Kebijakan tersebut dibingkai dalam narasi 

keamanan dan integrasi nasional, namun berdampak pada pembatasan hak sipil dan 

normalisasi marginalisasi Muslim. 

Kata-kata kunci: Islamofobia Struktural, Narendra Modi, Hindutva, Kebijakan 

Diskriminatif, Muslim India. 

 

ABSTRACT 

 

institutionalized discrimination manifested through state policies and institutions. In India, 

Islamophobia exhibits distinct characteristics due to its close association with majoritarian 

nationalism rooted in the ideology of Hindutva, particularly since Narendra Modi assumed 

office as Prime Minister. This study aims to analyze how state policies and practices during 

Prime Minister Narendra Modi’s administration from 2019-2024 have contributed to the 

formation and reinforcement of structural Islamophobia against the Muslim community in 

India. This research employs a qualitative approach using a library research method through 

the analysis of academic literature, scholarly journals, reports from international 

organizations, and official government documents. The analytical framework is based on 

Khaled A. Beydoun’s concept of structural Islamophobia, which emphasizes the role of the 

state in legitimizing discrimination through law, policy, political rhetoric, as well as practices 

of surveillance and repression. The findings indicate that policies such as the Citizenship 

Amendment Act (CAA) of 2019, the National Register of Citizens (NRC), the revocation of 

Articles 370 and 35A in Jammu and Kashmir, and anti-conversion laws reflect patterns of 

systematic discrimination that disproportionately target the Muslim community. These 

policies are framed within narratives of national security and integration, yet they result in 

the restriction of civil rights and the normalization of Muslim marginalization. 

Keywords: Structural Islamophobia, Narendra Modi, Hindutva, Discriminatory Policies, 

Indian Muslims.
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam beberapa dekade terakhir, isu Islamofobia semakin menguat di 

kancah global. Meskipun saat ini Islam merupakan agama dengan pertumbuhan 

tercepat dibandingkan dengan agama lain (Fahmy 2025). Peningkatan tersebut 

tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan terhadap kelompok Muslim di 

beberapa negara. Sebaliknya, Mereka seringkali menjadi sasaran prasangka, 

stereotip negatif, diskriminasi, hingga kekerasan yang dilegitimasi melalui wacana 

publik serta kebijakan negara (Dangubić dkk. 2023). Islamofobia kini tidak hanya 

sebatas kebencian semata antara satu individu atau  kelompok terhadap Muslim. 

Melainkan telah melekat dalam sistem pemerintahan yang mampu mempengaruhi 

cara negara memperlakukan komunitas Muslim.  

Islamofobia dapat dipahami sebagai bentuk rasisme yang menargetkan 

Muslim melalui ujaran kebencian, representasi negatif, hingga pembentukan 

kebijakan dan praktik institusional yang merugikan kelompok tersebut (Awan dan 

Zempi 2020). Hal ini tidak terlepas dari adanya stereotip serta prasangka negatif 

tentang Islam yang telah ada sejak lama. Adanya narasi yang mengaitkan Islam 

dengan kekerasan, ekstremisme, dan ancaman keamanan telah lama digunakan 

untuk membenarkan tindakan eksklusif negara terhadap Muslim. Terkadang 

ketakutan terhadap Islam sengaja dibentuk dan dianggap sebagai ancaman terhadap 

keamanan negara, sehingga melegitimasi lahirnya kebijakan  represif dan 

diskriminatif (Agrawal 2024). 

https://www.zotero.org/google-docs/?qHRotG
https://www.zotero.org/google-docs/?RUiDJt
https://www.zotero.org/google-docs/?3j62h8
https://www.zotero.org/google-docs/?3j62h8
https://www.zotero.org/google-docs/?jNmCWF
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  Secara global, istilah Islamofobia mulai dikenal luas setelah Runnymede 

Trust merilis sebuah laporan dengan judul Islamophobia: A Challenge for us all 

pada tahun 1997. Fenomena ini semakin menguat pasca serangan terorisme 11 

September 2001 atau 9/11 yang memicu gelombang besar Islamofobia di dunia 

Barat, dimana mereka mulai menyamakan Islam dengan kelompok ekstremisme. 

Namun, dalam konteks India, Islamofobia berakar pada nasionalisme mayoritarian 

berbasis ideologi Hindutva dan kebijakan negara, bukan semata-mata pengaruh 

narasi keamanan global dari Barat.    

Dalam menganalisis peran negara dalam membentuk Islamofobia, Khaled 

A. Beydoun membagi Islamofobia ke dalam tiga bentuk, yaitu Islamofobia 

individual, struktural, dan dialektika. Islamofobia struktural merujuk pada bentuk 

diskriminasi yang dilembagakan melalui hukum, kebijakan, serta institusi negara, 

yang memposisikan Muslim sebagai kelompok yang dicurigai dan dianggap 

berbahaya. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya menjadi aktor pasif, melainkan 

berperan aktif dalam membentuk dan menormalisasi Islamofobia melalui instrumen 

politik (Beydoun 2018). 

Meskipun Islamofobia seringkali dikaji dalam konteks negara-negara Barat, 

fenomena ini juga berkembang secara signifikan di negara non-Barat, termasuk 

India. Pada tahun 2020, jumlah umat Muslim di India mencapai 15% sekaligus 

agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Hindu dengan jumlah populasi 

sebanyak 79% (Kramer 2021). Banyaknya jumlah umat Muslim di India 

menjadikannya negara ketiga dengan populasi Muslim terbesar, setelah Indonesia 

https://www.zotero.org/google-docs/?1qpDug
https://www.zotero.org/google-docs/?o5cFuj
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dan Pakistan (Galan 2025). Meskipun populasi Muslim di India tergolong tinggi, 

Namun, mereka tetap menjadi minoritas di negara dengan mayoritas Hindu, dimana 

mereka sering menjadi korban diskriminasi, marginalisasi sosial, serta kekerasan 

berbasis agama. Posisi Muslim sebagai kelompok minoritas menjadikan mereka 

rentan terhadap kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan kelompok 

mayoritas (Maizland 2024).  

Secara konstitusional, India merupakan negara sekuler yang menjunjung 

prinsip netralitas serta toleransi terhadap seluruh agama, sebagaimana yang 

tercantum dalam beberapa pasal-pasal konstitusi India (Agrawal 2024). Namun, 

dalam praktiknya, prinsip sekularisme di India kerap diperdebatkan dan bahkan 

dianggap bersifat semu. Sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri 

pada tahun 2014, politik identitas berbasis agama semakin mendominasi sehingga 

mengakibatkan sekularisme di India semakin terancam (Narain 2024). Modi yang 

juga merupakan bagian dari Bharatiya Janata Party (BJP) dengan aktif 

mempromosikan ideologi Hindutva dengan mengedepankan identitas serta budaya 

Hindu sebagai inti dari nasionalisme India (Agrawal 2024). Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional sekularisme dan 

praktik politik negara.  

Narendra Modi memiliki keterkaitan erat dengan organisasi nasionalis 

Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yang menjadi fondasi ideologi 

Hindutva. Ideologi ini memandang India sebagai tanah air eksklusif bagi Hindu, 

sementara kelompok non-Hindu khususnya Muslim sering dianggap sebagai pihak 

luar yang berpotensi mengancam identitas nasional (Waikar 2018). Pandangan 

tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan serta praktik pemerintahan, terutama 

https://www.zotero.org/google-docs/?QVgxJT
https://www.zotero.org/google-docs/?X08rIe
https://www.zotero.org/google-docs/?Xk8x1r
https://www.zotero.org/google-docs/?OMvOtm
https://www.zotero.org/google-docs/?w3uH29
https://www.zotero.org/google-docs/?f59fPY
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pada periode kedua pemerintahan Modi. 

Islamofobia struktural dalam konteks India dapat dilihat jelas melalui 

kebijakan negara. Beberapa kebijakan yang diberlakukan di bawah pemerintahan 

Modi dianggap memperburuk kondisi umat Muslim di India, seperti pemberlakuan 

Citizenship Amendment Act (CAA) tahun 2019 yang mengecualikan Muslim dari 

daftar perlindungan kewarganegaraan, wacana dan implementasi National Register 

of Citizens (NRC), Pencabutan Pasal 370 dan 35A di Jammu dan Kashmir, serta 

penerapan Undang-Undang anti-Konversi di beberapa negara bagian, menunjukkan 

pola kebijakan yang secara tidak langsung maupun langsung menargetkan 

komunitas Muslim. Kebijakan-kebijakan tersebut sering dibingkai dalam narasi 

keamanan, integrasi nasional, dan perlindungan identitas mayoritas namun 

berdampak terhadap pembatasan hak-hak sipil Muslim (Amnesty International 

2024b; Vajiram & Ravi 2025b). Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa 

Islamofobia di India tidak hanya hadir dalam bentuk prasangka sosial, melainkan 

telah terlembaga melalui kebijakan negara dan praktik institusional. Dalam 

perspektif Islamofobia struktural Khaled A. Beydoun, negara berperan sebagai 

aktor utama yang membentuk, mengesahkan, dan memproduksi diskriminasi 

terhadap Muslim melalui hukum, retorika politik, serta mekanisme pengawasan dan 

represi (Beydoun 2018). Dalam konteks India, pemerintahan Modi menjadi contoh 

nyata bagaimana kekuasaan politik dan ideologi Hindutva mampu membentuk 

Islamofobia yang terlembaga (Waikar 2018). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk 

menganalisis bagaimana pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi 

berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat Islamofobia struktural di India. 

https://www.zotero.org/google-docs/?FprLTj
https://www.zotero.org/google-docs/?FprLTj
https://www.zotero.org/google-docs/?P0Im4I
https://www.zotero.org/google-docs/?wh5qBj
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Negara yang secara konstitusional merupakan negara sekuler kini menghadapi 

kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan mendukung ideologi Hindutva. 

Dengan menggunakan kerangka Islamofobia struktural, penelitian ini berupaya 

memahami bagaimana kebijakan dan praktik negara tidak hanya mencerminkan 

diskriminasi tetapi juga menormalisasi marginalisasi dalam struktur sosial dan 

politik India. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu “Bagaimana kebijakan dan praktik negara di bawah 

pemerintahan PM Narendra Modi membentuk Islamofobia struktural terhadap 

komunitas Muslim di India tahun 2019-2024?”  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan negara yang bersifat 

diskriminatif terhadap kelompok Muslim. 

2. Menganalisis peran negara melalui kebijakan dan praktik pemerintahan 

PM Narendra Modi dalam membentuk dan memperkuat Islamofobia 

struktural di India tahun 2019-2024. 

 

1.4  Cakupan penelitian 

Penelitian ini berfokus pada fenomena Islamofobia di India selama masa 

pemerintahan PM Narendra Modi, khususnya pada periode 2019-2024. Dimana 

pada periode 2014-2019 Modi dianggap telah menjalankan politik dog-whistle  
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yang secara tidak langsung menyebabkan peningkatan kekerasan komunal terhadap 

kelompok Muslim. Kemudian pada tahun 2019-2024 agenda hindutva semakin 

menguat yang diikuti dengan pemberlakuan beberapa kebijakan kontroversial yang 

dianggap dapat memperkuat diskriminasi terhadap Muslim dan memburuknya isu 

Islamofobia di India. Peneliti menggunakan perspektif Islamofobia struktural yang 

dikemukakan oleh Khaled A. Beydoun untuk menganalisis bagaimana kebijakan 

dan praktik pemerintahan menjadi sarana marjinalisasi terhadap kelompok Muslim. 

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu terhadap kebijakan seperti CAA, NRC dan 

kebijakan-kebijakan lainnya yang berdampak langsung terhadap kelompok 

Muslim. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah pengaruh ideologi Hindutva 

dan peran institusi sosial dalam memperkuat stereotip serta diskriminasi terhadap 

kelompok Muslim India. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif 

dengan pendekatan library research melalui analisis literatur dan sumber-sumber 

yang relevan dengan penelitian ini.     

 

1.5  Tinjauan Pustaka 

 Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber 

literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Sumber informasi didapatkan dari beberapa jurnal, yaitu: 

Pertama, penelitian oleh Prashant Waikar, penelitian ini menjelaskan bahwa 

Narendra Modi secara aktif mempromosikan Islamofobia melalui pidato ataupun 

wawancara politiknya. Modi menggambarkan Islam sebagai agama yang 

mengajarkan kekerasan maka menempatkan umat Hindu sebagai kelompok yang 

membawa perdamaian. Propaganda Islamofobia kemudian diperkuat oleh para 
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pendukung ideologi Hindutva. Waikar juga menekankan bahwa sikap rasisme yang 

muncul di kalangan mereka yang sangat mendukung ideologi Hindutva tidak 

terlepas dari konsep hierarki rasial yang telah terbentuk di diri umat hindu sejak 

lama (Waikar 2018).  

Kedua, penelitian oleh oleh Bastian Yunariono, penelitian ini menjelaskan 

tentang penyebab terjadinya konflik antar agama di India, terutama kelompok 

Muslim dan Hindu. Menurut Yunariono,  kepemimpinan PM Narendra Modi dan 

BJP memiliki peranan besar dalam menormalisasikan kekerasan dan diskriminasi 

terhadap retorika dan kebijakan politiknya (Yunariono 2023).   

Ketiga, penelitian oleh Amarnath Amarasingam, Sanober Umar, dan 

Shweta Desai, penelitian ini menjelaskan bahwa situasi sosial dan politik di India 

saat ini sangat dipengaruhi oleh narasi nasionalisme Hindu dan sentimen anti-

Muslim yang didorong oleh kelompok-kelompok sayap kanan dan partai politik 

seperti BJP. Narasi ini sering kali diperkaya dengan disinformasi dan propaganda 

di media sosial, yang digunakan untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan 

diskriminatif, seperti anti-conversion laws dan larangan inter-religious marriage, 

serta untuk menyebarkan ketakutan dan kebencian terhadap komunitas Muslim. 

Insiden kekerasan, seperti kerusuhan Delhi dan kampanye Love Jihad (LJ), sering 

kali dimanipulasi untuk memperkuat narasi bahwa Muslim adalah ancaman internal 

maupun eksternal, termasuk melalui klaim palsu tentang hubungan dengan 

organisasi teroris seperti ISIS. Misinformasi ini tidak hanya memperburuk 

ketegangan antar agama, tetapi juga memperkuat upaya politik untuk marginalisasi 

komunitas Muslim dan memperkuat identitas Hindu nasionalis (Amarasingam dkk. 

2022). 

https://www.zotero.org/google-docs/?aRGQF8
https://www.zotero.org/google-docs/?wNtc66
https://www.zotero.org/google-docs/?Lfs8MN
https://www.zotero.org/google-docs/?Lfs8MN
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Berdasarkan kajian beberapa penelitian diatas, diketahui bahwa isu 

Islamofobia memang telah banyak dibahas dalam konteks India. Namun, sebagian 

besar penelitian tersebut masih menempatkan negara sebagai latar belakang, 

dengan fokus utama pada wacana publik, ataupun kekerasan komunal. Pendekatan 

ini belum secara mendalam menjelaskan bagaimana kebijakan hukum, praktik 

institusional, dan retorika politik negara berperan aktif dalam memperkuat dan 

menormalisasi diskriminasi terhadap umat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan menggunakan konsep Islamofobia struktural milik Khaled A. Beydoun untuk 

menganalisis bagaimana negara, khususnya pada masa pemerintahan Perdana 

Menteri Narendra Modi, berperan sebagai aktor utama dalam membentuk dan 

memperkuat meningkatnya Islamofobia di India, serta bagaimana dampak 

kebijakan tersebut terhadap komunitas Muslim.  

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Islamofobia struktural 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Khaled A. Beydoun dalam bukunya yang 

berjudul American Islamofobia: Understanding the Roots and Rise of Fear. 

Beydoun mendeskripsikan Islamofobia struktural sebagai bentuk diskriminasi 

terhadap Muslim yang dilembagakan melalui kebijakan negara, hukum, program, 

dan struktur sosial yang berasal dari ketakutan atau kecurigaan dalam institusi 

pemerintahan yang menganggap Muslim sebagai ancaman negara (Beydoun 2018).  

Islamofobia terbagi menjadi tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu 

Islamofobia individu, struktural, dan dialektika. Dari ketiga bentuk tersebut, 

Islamofobia struktural dianggap sebagai bentuk Islamofobia yang paling mendasar, 

https://www.zotero.org/google-docs/?6jmaEX
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karena tertanam dalam struktur dan kebijakan negara. Bentuk ini terjadi ketika 

diskriminasi terhadap Muslim dilegitimasi oleh negara melalui hukum, program, 

serta praktik institusional yang memandang Muslim sebagai ancaman terhadap 

keamanan nasional. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai aktor utama dalam 

yang tidak hanya menciptakan kebijakan diskriminatif, tetapi juga mampu 

membentuk opini publik yang memperkuat sentimen anti-Muslim di masyarakat 

(Beydoun 2018).  

Adapun indikator Islamofobia struktural menurut Beydoun, yaitu : 

1. Kebijakan dan Hukum Diskriminatif. Negara seringkali memanfaatkan 

kerangka hukum sebagai sarana untuk melegitimasi dan menormalisasi 

diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Meskipun kebijakan yang 

diberlakukan tampak netral, namun, dalam prakteknya kebijakan tersebut 

kerap menimbulkan dampak yang merugikan kelompok minoritas, khususnya 

Muslim. Melalui kebijakan ini, negara secara tidak langsung memperkuat 

struktur sosial yang bersifat eksklusif dan menempatkan kelompok Muslim 

sebagai kelompok yang dianggap berbeda dan berbahaya. 

2. Retorika. Retorika politik memiliki peranan penting dalam membentuk 

persepsi publik terhadap kelompok sosial tertentu, termasuk menciptakan citra 

negatif terhadap Muslim. Melalui wawancara serta pernyataan politik, aktor 

negara seringkali menggambarkan Muslim ataupun Islam sebagai kelompok 

yang  berbahaya, ekstrimis, ataupun kelompok yang tidak sejalan dengan nilai-

nilai nasional. Narasi semacam ini dapat menjadi alat legitimasi terhadap 

kebijakan yang diskriminatif serta memperkuat dukungan publik terhadap 

tindakan negara yang merugikan kelompok Muslim. Maka dari itu, retorika 

https://www.zotero.org/google-docs/?lO6nKo
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politik menjadi instrumen ideologis yang menormalisasikan Islamofobia pada 

tingkat struktural.  

3. Pengawasan dan Represi. Adanya pengawasan serta represi terhadap 

kelompok Muslim menjadi bukti nyata bagaimana peran negara dalam 

menormalisasi Islamofobia. Negara sering kali menerapkan kebijakan 

keamanan yang secara tidak adil menargetkan kelompok Muslim yang 

didasarkan pada kecurigaan terhadap potensi ancaman. Tindakan tersebut 

meliputi pengawasan terhadap aktivitas sosial maupun keagamaan, serta 

pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh aparat keamanan. praktik 

tersebut dapat memperkuat citra negatif bahwa umat Muslim merupakan 

kelompok yang harus diawasi dan menegaskan posisi kelompok Muslim 

sebagai kelompok yang selalu dicurigai dalam struktur sosial dan politik.   

 Penulis memilih untuk menggunakan konsep Islamofobia struktural dalam 

penelitian ini karena konsep ini relevan untuk menjelaskan bagaimana negara 

berperan dalam menyebabkan dan mendorong marjinalisasi terhadap Muslim, 

sehingga Islamofobia menjadi suatu hal yang dinormalisasikan dalam masyarakat. 

Negara tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, tetapi juga 

mampu membentuk opini publik melalui narasi politik yang memperkuat sentimen 

anti-Muslim di masyarakat melalui wacana politik, penegak hukum, dan 

pengawasan terhadap Muslim.  

 

1.7  Argumen Sementara 

Narendra Modi merupakan kepala pemerintahan yang dianggap telah gagal 

dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap seluruh masyarakatnya. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari bagaimana ia telah memberlakukan beberapa kebijakan 

yang dimana kebijakan tersebut tampak netral, namun pada kenyataanya kebijakan 

tersebut secara tidak langsung telah menargetkan kelompok Muslim. Modi secara 

tidak adil menganggap Muslim sebagai masyarakat kelas dua dan menganggap 

mereka sebagai ancaman keamanan nasional. Maka dari itu, penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah sebagai aktor struktural 

dalam memperburuk Islamofobia di India melalui kebijakan dan praktik negara 

dimana mereka seharusnya mendapatkan hak dan diperlakukan sama.  

 

1.8  Metode Penelitian  

1.8.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami 

secara mendalam fenomena Islamofobia struktural di India pada masa 

pemerintahan Narendra Modi 2019-2024. Pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisis India sebagai unit analisis utama, dengan fokus pada kebijakan-

kebijakan pemerintah, narasi politik, serta peran institusi sosial yang dianggap 

berkontribusi dalam penyebaran Islamofobia.  

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus utama adalah 

pemerintahan India di bawah kepemimpinan Narendra Modi dengan fokus utama 

pada kebijakan dan praktik yang mempengaruhi kelompok Muslim. Sementara itu, 

Objek penelitian ini mencakup fenomena Islamofobia struktural yang terdapat 

dalam kebijakan negara, wacana politik, dan praktik sosial yang secara tidak 

langsung menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap  umat Muslim.  
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1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang penulis gunakan yaitu library research dalam 

melakukan pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder 

seperti buku, Jurnal Ilmiah, laporan lembaga resmi, media kredibel, serta dokumen 

resmi pemerintahan yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh sumber dipilih 

berdasarkan relevansi untuk mendukung analisis fenomena Islamofobia struktural 

di India.  

1.8.4 Proses Penelitian 

Proses penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

ataupun informasi dari literatur dan sumber sekunder yang relevan. Data yang 

dihasilkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk-

bentuk Islamofobia struktural yang muncul selama masa pemerintahan Narendra 

Modi, serta melihat bagaimana kebijakan dan wacana politik berperan dalam 

memperkuat diskriminasi terhadap kelompok Muslim. 

 

1.9  Sistematika Pembahasan 

Bab 1, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, cakupan 

penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab 2, menjelaskan awal mula muncul dan berkembangnya Islamofobia di 

India, perkembangan ideologi Hindutva, serta dinamika politik dan kepemimpinan 

PM Narendra Modi. 

Bab 3, menyajikan analisis mendalam mengenai bentuk-bentuk Islamofobia 

struktural di India dengan menggunakan teori Islamofobia Struktural dari Khaled 
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A. Beydoun. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kebijakan dan 

institusi sosial berperan dalam memperkuat diskriminasi terhadap umat Muslim. 

Bab 4, berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB 2  

ISLAMOFOBIA DI INDIA DAN MASA KEPEMIMPINAN PM 

NARENDRA MODI 

 

Bab ini akan membahas mengenai sejarah munculnya Islamofobia di India. 

Bagaimana masa pra-kolonial, khususnya pada masa dinasti Mughal yang dianggap 

menjadi awal mula munculnya ketegangan antara Muslim dan Hindu. ketegangan 

ini kemudian berlanjut dan semakin memburuk pada masa kolonialisme Inggris 

akibat dari beberapa kebijakan yang diterapkan. Selain itu, bab ini juga akan 

membahas mengenai konsep sekularisme di India yang seringkali dianggap pseudo-

secularism karena dalam praktiknya yang cenderung berpihak pada mayoritas 

Hindu dan perlahan ingin menerapkan ideologi Hindutva sebagai ideologi negara. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan di bawah pemerintahan Perdana 

Menteri Narendra Modi yang dianggap merugikan umat Muslim.  

2.1. Islamofobia di India 

Islamofobia dapat didefinisikan sebagai adanya ketakutan dan kebencian 

terhadap Muslim yang menyebabkan munculnya tindakan provokatif dan 

intoleransi, seperti ancaman, kekerasan, penghasutan, dan intimidasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dimana hal tersebut dapat terjadi karena alasan 

institusional, ideologis, politik, maupun agama, yang kemudian berkembang 

menjadi bentuk rasisme yang bersifat struktural dan kultural (Awan dan Zempi 

2020). Islamofobia tidak hanya hadir dalam bentuk prasangka atau tindakan 

individu, tetapi dapat juga berkembang melalui struktur sosial dan politik yang 

lebih luas. Adanya persepsi Muslim sebagai ancaman menyebabkan mereka 

seringkali dikecualikan dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses publik lainnya dan 

https://www.zotero.org/google-docs/?Co3jdT
https://www.zotero.org/google-docs/?Co3jdT
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dianggap sebagai kelompok terbelakang. 

Dalam konteks India, bentuk yang paling relevan dan merugikan yaitu 

Islamofobia struktural. Negara dan/atau lembaga pemerintahan yang seharusnya 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta menghormati hak-hak 

seluruh warga negaranya, menjadi aktor utama dalam membentuk dan 

menormalisasikan diskriminatif. Dimana hal tersebut dilakukan melalui penerapan 

hukum, kebijakan, hingga penerapan program pemerintah (Galan 2025). Di India, 

ketegangan antara Muslim dan Hindu merupakan isu lama yang saat ini masih 

sering direpresentasikan dalam berbagai narasi sejarah serta politik. Salah satunya 

yang merujuk pada masa Dinasti Mughal ke-6 yang dikenal menjalankan 

pemerintahannya sesuai dengan nilai agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an 

dan Sunnah (Zalukhu 2024). Selama masa kepemimpinannya, Aurangzeb 

seringkali dibandingkan dengan periode pemerintahan Akbar yang menekankan 

prinsip toleransi melalui konsep Din-e-Ilahi, sehingga kebijakan Aurangzeb kerap 

dianggap kurang inklusif terhadap kelompok non-Muslim (Ali 2023).  

Beberapa kebijakan pemerintahan Aurangzeb yang dianggap diskriminatif 

yaitu penerapan kembali sistem Jizyah bagi non-Muslim, pembatasan partisipasi 

non-Muslim dalam pemerintahan, penghancuran Kuil yang dianggap sebagai 

sarana politik, serta melarang segala bentuk perayaan keagamaan agama lain (Ali 

2023). Kebijakan-kebijakan tersebut memicu kemarahan serta pemberontakan yang 

semakin meluas bahkan setelah wafatnya Aurangzeb. Hal tersebut kemudian 

menjadi pertanda kemunduran dinasti Mughal dan sering menjadi rujukan historis 

dalam narasi politik anti-Muslim saat ini (Lubis dkk. 2021).  

Ketegangan antar agama semakin memburuk pada masa kolonialisme 

https://www.zotero.org/google-docs/?UYv6mO
https://www.zotero.org/google-docs/?GZ2813
https://www.zotero.org/google-docs/?n7tRfu
https://www.zotero.org/google-docs/?ONkyOv
https://www.zotero.org/google-docs/?ONkyOv
https://www.zotero.org/google-docs/?qQc7BJ
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Inggris, yang pertama kali tiba di India pada tahun 1608 melalui East India 

Company (EIC) sebagai perusahaan dagang yang kemudian lambat laun  berubah 

menjadi kekuatan politik yang menguasai beberapa wilayah. Setelah berhasil 

menguasai beberapa wilayah India selama lebih dari satu abad, EIC kemudian 

dibubarkan setelah pecahnya Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. 

Pemberontakan tersebut bermula dari ketidakpuasan tentara India yang berasal dari 

kelompok Hindu dan Muslim dimana EIC telah menyita tanah para pemilik lahan 

dan menaikkan pajak tanah. Selain itu, adanya tindakan diskriminatif yang 

dianggap telah merendahkan tentara India melalui rumor penggunaan pelumas 

senapan yang mengandung lemak babi dan sapi, serta adanya kecurigaan 

bahwasanya EIC berusaha untuk melakukan konversi massal Hindu-Muslim ke 

agama kristen (Szczepanski 2025). Hal tersebut kemudian menyebabkan 

pemberontakan besar-besaran dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat 

India. Dimana hal ini kemudian dianggap sebagai persatuan yang dilakukan oleh 

masyarakat India untuk melawan penjajahan Inggris. Namun, pembubaran tersebut 

bukan berarti berakhirnya masa penguasaan Inggris di India, melainkan penanda 

dimulainya periode British Raj. 

Selama masa British Raj, ketegangan antar agama semakin memburuk. 

Salah satu kebijakan Inggris yang memperburuk ketegangan tersebut yaitu 

kebijakan divide and rule (Siddiqui 2022). Kebijakan ini digunakan oleh Inggris 

untuk memecah belah masyarakat India ke dalam beberapa kelompok berdasarkan 

agama, kasta, dan etnis dengan tujuan untuk mencegah persatuan nasional yang 

sewaktu-waktu dapat mengancam kekuasaan Inggris serta untuk mempermudah 

Inggris menguasai dan mengendalikan masyarakat India. Melalui kebijakan 

https://www.zotero.org/google-docs/?QUPGYW
https://www.zotero.org/google-docs/?7YzXsj
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tersebut, Inggris memperkuat antagonisme antara Muslim dan Hindu dengan 

mengaitkan citra negatif Muslim pada masa pemerintahan Aurangzeb untuk 

menumbuhkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap kelompok Muslim.  

Selain kebijakan divide and rule, Inggris juga menerapkan kebijakan 

communal electorates, yaitu pengelompokan pemilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan agama (Siddiqui 2022). Kebijakan ini semakin memperkuat identitas 

keagamaan sebagai dasar mobilisasi politik dan menciptakan hierarki sosial yang 

menempatkan Muslim sebagai kelompok lain. Melalui kebijakan tersebut, negara 

kolonial menggunakan kekuasaan politik dan hukum untuk mengatur serta 

mengendalikan hubungan antar kelompok sosial demi mempertahankan 

kekuasaanya. Sejak saat itu, diskriminasi berbasis agama di India tidak lagi hanya 

hadir dalam bentuk struktural atau sosial, tetapi juga mulai terlembagakan melalui 

kebijakan dan struktur sosial-politik yang pengaruhnya masih dapat dilihat hingga 

masa pascakolonial.  

Salah satu peristiwa yang sering dianggap memberikan dampak signifikan 

terhadap memburuknya hubungan Muslim-Hindu di India yaitu penghancuran 

Masjid Babri pada tahun 1992 oleh kelompok nasionalis Hindu dengan dalih bahwa 

Masjid dibangun diatas tanah kelahiran Dewa Rama dan akan digantikan dengan 

pembangunan kuil (Chakraborty 2024). Peristiwa tersebut memicu kerusuhan besar 

antara kelompok Muslim dan Hindu di berbagai wilayah India dan menyebabkan 

ratusan korban jiwa (Britannica 2025). Setelah kejadian tersebut, hubungan antara 

kedua agama tidak pernah membaik dan bahkan semakin memburuk, terutama 

setelah kerusuhan Gujarat tahun 2002 yang terjadi pada masa Narendra Modi ketika 

menjabat sebagai Kepala Menteri Gujarat, dimana berbagai laporan menyoroti 

https://www.zotero.org/google-docs/?L8p4Dt
https://www.zotero.org/google-docs/?4fgvJD
https://www.zotero.org/google-docs/?PDfUdw
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lemahnya tanggapan aparat negara dalam mencegah kekerasan terhadap komunitas 

(Hawaleshka 2023). Rangkaian peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana pola 

pembiaran negara terhadap kekerasan berbasis agama dapat berkontribusi pada 

menguatnya sentimen anti-Muslim dalam kehidupan sosial dan politik di India. 

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat India beranggapan bahwa 

tingkat kebebasan beragama di negara tersebut sangatlah tinggi, terutama di 

wilayah yang didominasi oleh kelompok agama mayoritas (Sahgal dkk. 2021). 

Namun kenyataannya, kebebasan beragama tersebut tidak dirasakan secara merata 

oleh seluruh kelompok agama. Di wilayah-wilayah dengan jumlah populasi Muslim 

yang relatif sedikit, justru seringkali menjadi saksi dari peningkatan ujaran 

kebencian dan praktik diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Dimana 

peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran aktor-aktor politik yang 

menggunakan retorika keagamaan serta mendorong terbentuknya kebijakan yang 

berpihak kepada kelompok mayoritas demi mencapai kepentingan tertentu. 

Akibatnya ketimpangan sosial semakin menguat dan memperparah marginalisasi 

terhadap kelompok Muslim.   

Marginalisasi terhadap komunitas Muslim di India dapat dilihat dari 

keterbatasan mereka dalam mengakses pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan 

kesehatan, serta fasilitas publik lainnya hanya karena identitas keagamaan mereka 

(Ali 2023). Kondisi ini tidak terlepas karena rendahnya partisipasi politik umat 

Muslim, dimana keterwakilan mereka dalam struktur kekuasaan relatif terbatas, 

sementara banyak dari mereka yang tinggal di kawasan permukiman dengan 

infrastruktur dan pelayanan publik yang kurang memadai (Asmer 2024). Keadaan 

tersebut semakin diperparah oleh praktik politik, dimana seorang aktor negara 

https://www.zotero.org/google-docs/?c0MEU7
https://www.zotero.org/google-docs/?e8jf6P
https://www.zotero.org/google-docs/?xWh6qn
https://www.zotero.org/google-docs/?duyczW
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secara terang-terangan menormalisasi pengecualiaan Muslim dari dunia politik. 

Dapat dilihat dari pernyataan Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, yang 

menyatakan bahwa untuk memenangi pemilu yaitu dengan mengecualikan Muslim 

dari daftar kandidat (Asmer 2024).  

Namun, tindakan diskriminatif terhadap kelompok Muslim ini tidak secara 

merata terjadi di seluruh penjuru India melainkan hanya terjadi di beberapa negara 

bagian khususnya Utara India yang dikuasai oleh BJP. Dimana isu Islamofobia di 

wilayah tersebut seringkali diperburuk melalui tindakan dan/atau narasi kebencian 

yang disebarkan langsung oleh para pejabat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat di 

beberapa wilayah seperti Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, dan Assam yang tercatat 

mengalami peningkatan kasus Islamofobia berupa diskriminasi, ujaran kebencian, 

dan kekerasan komunal terhadap kelompok Muslim (Khan dan Zernab 2024). Di 

wilayah-wilayah tersebut, Muslim kerap kali menjadi sasaran kekerasan, 

penggusuran, hingga pengusiran yang dilakukan oleh otoritas pemerintah setempat, 

seringkali dengan dalih penertiban pembangunan ilegal atau alasan keamanan. 

Dimana pada tahun 2022-2023, terdapat setidaknya 153.000 properti Muslim yang 

dihancurkan akibat dari adanya bulldozer politics (Krishnan 2024).  

Selain pengusiran, kelompok Muslim juga menjadi korban diskriminatif 

lainnya, seperti di Assam misalnya, pada tahun 2022 pemerintah Assam melarang 

pengoperasian semua sekolah Islam negeri dengan alasan anak-anak harus menjadi 

profesional bukan imam, siapapun yang berbahasa Bengali akan dianggap sebagai 

orang asin meskipun mereka penduduk asli, penggusuran paksa desa Muslim seluas 

25.000 hektar. Hal serupa juga terjadi di Uttar Pradesh yang merupakan tempat 

tinggal bagi 40 juta Muslim. Dimana pada tahun 2021 sebuah masjid berusia 100 

https://www.zotero.org/google-docs/?gUORxx
https://www.zotero.org/google-docs/?FDIXfA
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tahun dihancurkan oleh kelompok Hindu radikal dan adanya kampanye kebencian 

terhadap siapapun yang berbahasa Urdu karena bahasa Urdu dan Bengali dianggap 

sebagai bahasa Muslim (Bridge Initiative 2022).  

Setelah mengalami penggusuran, Mereka juga menghadapi masalah lainnya 

seperti sulitnya membeli ataupun menyewa properti terutama di wilayah mayoritas 

Hindu (Khan 2023). Praktik tersebut membuktikan bagaimana kekerasan terhadap 

Muslim tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dilegitimasi melalui kebijakan dan 

tindakan negara. Situasi ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang 

menempatkan komunitas Muslim dalam posisi yang rentan dan subordinat dalam 

struktur sosial dan politik di India. 

2.2. Faktor Hindutva  terhadap peningkatan Islamophobia di India 

Menguatnya ideologi Hindutva di India menjadi salah satu faktor penting 

dalam peningkatan praktek Islamophobia di India,  terutama sejak BJP berada 

dalam posisi dominan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. 

Istilah Hindutva pertama kali diperkenalkan oleh Vinayak Damodar Savarkar 

dalam bukunya yang berjudul Hindutva: who is a hindu? (Banik 2022). Menurut 

Savarkar, Hindutva merupakan ideologi politik yang menegaskan bahwa identitas 

nasional India harus berdasarkan pada budaya, keturunan, serta wilayah yang 

memiliki keterkaitan dengan tanah air serta warisan Hindu. Ia juga mendefinisikan 

seseorang sebagai bagian dari bangsa India hanya jika mereka memenuhi tiga pilar 

utama, yaitu tanah kelahiran (matrabhumi), tanah nenek moyang (pitrbhumi) dan 

tempat suci (punya bhumi) (Banik 2022).  

Hindutva merupakan ideologi nasionalisme Hindu yang bersifat eksklusif, 

yang memandang Muslim dan Kristen sebagai kelompok lain karena tempat suci 

https://www.zotero.org/google-docs/?yFBOHR
https://www.zotero.org/google-docs/?2o5CNq
https://www.zotero.org/google-docs/?bvXEte
https://www.zotero.org/google-docs/?2yxzem
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agama mereka berada di luar wilayah India, yaitu di Mekkah dan Betlehem. 

Sebaliknya, agama-agama seperti Hindu, Jainisme, Sikhisme, dan Buddhisme 

diposisikan sebagai agama asli yang lahir dan berkembang di wilayah India (Zishan 

dkk. 2022).  

Ideologi Hindutva mulai berkembang secara signifikan ketika RSS yang 

merupakan organisasi nasionalis Hindu sayap kanan didirikan pada tahun 1925. 

Seiring waktu, RSS menjadi basis ideologis bagi BJP, partai politik yang saat ini 

dipimpin oleh Narendra Modi (Zishan dkk. 2022). Melalui politisasi agama Hindu, 

RSS berupaya untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok Hindu serta 

mendorong terbentuknya Hindu Rashtra atau negara Hindu (Agrawal 2024). 

Keterkaitan antara RSS dan BJP menunjukkan bagaimana ideologi Hindutva tidak 

hanya berkembang sebagai wacana kultural, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam 

praktik dan arah politik negara.  

Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Narendra Modi merupakan 

anggota aktif RSS dan menjabat sebagai Menteri Utama Gujarat sejak tahun 2001 

(Hawaleshka 2023). Selama masa kepemimpinannya di Gujarat, ideologi Hindutva 

semakin terlihat dalam praktik pemerintahannya (Hassan dan Ellis-Petersen 2023). 

Salah satunya yaitu pada saat kerusuhan Gujarat 2002. Kerusuhan tersebut 

merupakan kerusuhan komunal besar yang diikuti dengan adanya sentimen anti-

Muslim yang menewaskan setidaknya 1.000 orang, dengan 790 korban merupakan 

Muslim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat itu dinilai 

gagal mengambil langkah atau upaya untuk menghentikan kekerasan, bahkan 

adanya dugaan pemerintah setempat memerintahkan aparat keamanan untuk tidak 

menghalangi ataupun menghentikan aksi tersebut (Genocide Watch 2023; Pathi dan 

https://www.zotero.org/google-docs/?cG4G9J
https://www.zotero.org/google-docs/?cG4G9J
https://www.zotero.org/google-docs/?7BopvO
https://www.zotero.org/google-docs/?VujFgp
https://www.zotero.org/google-docs/?lK85GM
https://www.zotero.org/google-docs/?FK75xd
https://www.zotero.org/google-docs/?MkJLDs
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Saaliq 2024). Peristiwa ini memperkuat pandangan bahwa Modi merupakan politisi 

yang menggunakan kekuasaan dengan mengaitkannya dengan ideologi Hindutva.  

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri India, berbagai laporan 

menunjukkan adanya peningkatan ancaman serta tindakan diskriminatif yang 

menyasar kelompok Muslim secara langsung (Hawaleshka 2023). Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa kebijakan yang diberlakukan, seperti pencabutan pasal 370 

dan 35A, pemberlakuan CAA dan NRC, UU anti-konversi, dan sebagainya. Selain 

melalui kebijakan formal, komunitas Muslim juga menghadapi peningkatan 

ancaman kekerasan dan praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok 

radikal Hindu, seperti melalui tuduhan love jihad hanya karena identitas 

keagamaannya. Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara dan dinamika 

politik pada masa pemerintahan Narendra Modi berkontribusi pada terbentuknya 

lingkungan sosial dan politik yang semakin tidak aman terhadap kelompok Muslim. 

Meskipun selama masa pemerintahannya, Narendra Modi mendapatkan 

banyak kritikan karena dianggap telah mendorong peningkatan kekerasan terhadap 

kelompok minoritas, ia juga berupaya membangun dan mempertahankan citranya 

sebagai seorang pemimpin dengan pembangunan nasional melalui berbagai 

program sosial dan ekonomi (Jathol dkk. 2019). Dalam beberapa kesempatan, Modi 

seringkali menyampaikan kepeduliannya terhadap komunitas Muslim, salah 

satunya melalui pemberlakuan program Saugat-e-Modi, yaitu pembagian hadiah 

menjelang hari raya yang ditujukan untuk pemilih Muslim. Keberhasilan Modi 

dalam memenangkan pemilihan umum tahun 2024 menunjukkan bahwa 

popularitas Modi sebagian besar dibangun melalui retorika nasionalistik dan politik 

identitas mayoritas Hindu yang sejalan dengan ideologi Hindutva (Selvaraj 2024).  
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Pendukung ideologi Hindutva berpendapat bahwa ideologi ini bertujuan 

untuk melindungi warisan Hindu dari ancaman eksternal serta memperkuat 

identitas nasional India berdasarkan nilai-nilai Hindu (Sen 2022). Namun, dalam 

praktiknya, penguatan ideologi ini justru menimbulkan kekhawatiran terhadap 

keberadaan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas, khususnya komunitas 

Muslim (Zishan dkk. 2022). 
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BAB 3  

ANALISIS ISLAMOFOBIA DI INDIA DALAM PERSPEKTIF 

ISLAMOFOBIA STRUKTURAL 

 

Dalam perspektif Islamofobia Struktural yang dikemukakan Khaled A. 

Beydoun, negara dipahami sebagai aktor utama dalam membentuk, memproduksi, 

dan normalisasi Islamofobia melalui hukum, kebijakan, serta praktik institusional 

yang melibatkan pejabat publik serta penegak hukum (Beydoun 2018). Pendekatan 

ini menekankan bahwa diskriminasi terhadap Muslim tidak hanya muncul dari 

prasangka sosial, tetapi juga dilembagakan secara sistematis melalui mekanisme 

negara yang bersifat legal dan politis. Berdasarkan kerangka tersebut, bab ini akan 

menganalisis pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi pada periode 2019-

2024 merefleksikan praktik Islamofobia struktural melalui (i) kebijakan dan hukum 

negara, (ii) retorika politik, (iii) praktik pengawasan dan represi terhadap komunitas 

Muslim di India.  

3.1. Kebijakan dan Hukum Diskriminatif 

 Dalam perspektif Islamofobia struktural Khaled A. Beydoun, hukum dan 

kebijakan negara berfungsi sebagai instrumen utama dalam menormalisasi 

diskriminasi terhadap kelompok Muslim (Beydoun 2018). Dalam konteks India, 

kebijakan dan hukum yang diberlakukan di bawah pemerintahan PM Narendra 

Modi dan BJP menunjukkan pola penggunaan hukum yang memperkuat 

nasionalisme Hindu berbasis ideologi Hindutva, dengan dampak yang secara 

signifikan merugikan komunitas Muslim (Human Rights Watch 2021; Zishan dkk. 

2022).  

https://www.zotero.org/google-docs/?F7wPC5
https://www.zotero.org/google-docs/?PkawM2
https://www.zotero.org/google-docs/?HPq5zv
https://www.zotero.org/google-docs/?HPq5zv


25 

 

 

Pada tahun 2019, ketika Narendra Modi memimpin India untuk ke-2 

kalinya, Modi mengatakan dalam pidato kemenangannya bahwasanya ia akan 

melindungi kaum minoritas. Namun, pada kenyataanya BJP sendirilah yang secara 

terang-terangan mendorong umat Hindu untuk melakukan kekerasan terhadap 

kelompok Muslim (Zishan dkk. 2022). Terdapat beberapa kebijakan serta hukum 

yang kemudian diberlakukan beberapa bulan setelah Modi resmi menjadi Perdana 

Menteri India, yaitu: (i) Pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A. (ii) Citizenship 

Amendment Act, 2019 (CAA). (iii) National Register of Citizens (NRC). (iv) Anti-

Conversion law.  

3.1.1 Pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A 

 Jammu dan Kashmir (J&K) menjadi bagian dari India sejak tahun 1947, 

setelah Maharaja Hari Singh yang merupakan penguasa terakhir J&K, 

menandatangani Instrument of Accession (IoA) yang menyatakan bergabung 

dengan India secara terbatas dan bersyarat (Vora 2023). Keputusan ini diambil 

ketika wilayah J&K mengalami invasi yang dilakukan oleh milisi bersenjata yang 

didukung pemerintah Pakistan. Penandatanganan IoA merupakan bentuk 

kesepakatan politik antara pemerintah pusat India dan penguasa J&K, dimana India 

memberikan bantuan serta perlindungan militer dengan imbalan integrasi secara 

terbatas. Selain itu, pasal 370 juga ditambahkan kedalam Konstitusi India sebagai 

upaya untuk memberikan status khusus dan otonomi terhadap J&K (Awasthi 2023).  

  Pasal 370 mulai berlaku sebagai bagian dari Konstitusi India pada tanggal 

26 Januari 1950. Pasal ini memberikan J&K kebebasan penuh secara internal yang 

memungkinnya untuk memiliki konstitusi sendiri, bendera negara, dan kendali atas 

https://www.zotero.org/google-docs/?QoblLO
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administrasi internal. Namun, kewenangan tersebut dikecualikan dalam tiga 

bidang, yaitu pertahanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi yang tetap berada 

di bawah kendali pemerintah pusat (Awasthi 2023). Untuk memperkuat otonomi 

J&K, pemerintah negara bagian J&K mengeluarkan kebijakan mengenai 

permanent residents serta hak istimewa, seperti kepemilikan properti serta akses 

pekerjaan hanya kepada penduduk asli J&K. Kebijakan tersebut kemudian 

diperkuat secara konstitusional melalui Pasal 35A melalui The Constitution 

(Application to Jammu and Kashmir) order, 1954 pada tanggal 14 Mei 1954 oleh 

Rajendra Prasad yang merupakan Presiden India saat itu dengan persetujuan 

Majelis Konstituante Jammu dan Kashmir. Ketentuan ini secara khusus berfungsi 

sebagai mekanisme perlindungan demografis bagi penduduk lokal J&K yang 

mayoritas beragama Islam. 

 Namun, keberadaan Pasal 370 dan 35A kemudian menjadi isu  dalam politik 

India. Sejak tahun 2014, pemimpin BJP yang dipengaruhi oleh ideologi Hindutva, 

secara terang-terangan mengatakan bahwasanya pemberian status otonomi kepada 

J&K berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti terhambatnya penegakan  

hukum di wilayah J&K hingga adanya kemungkinan menjadi wadah untuk J&K 

mempromosikan terorisme dan separatisme (Bhoi 2024). Narasi ini membingkai 

J&K sebagai wilayah bermasalah yang membutuhkan kontrol negara yang lebih 

kuat. BJP juga menyatakan bahwa pencabutan pasal 370 bertujuan untuk 

mendorong persatuan serta integrasi seluruh wilayah India (Khurana 2024). Oleh 

karena itu, BJP secara konsisten mengadvokasi pencabutan Pasal 370 dan 35A 

dengan alasan memperkuat kendali pemerintah pusat di wilayah J&K, 

mempercepat integrasi nasional, serta menjaga kedaulatan India di wilayah 

https://www.zotero.org/google-docs/?ssaDiA
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perbatasan yang dianggap rentan terhadap ancaman eksternal (Bhoi 2024).  

 Pada tahun 2019, setelah kemenangan BJP dalam pemilu, Pasal 370 dan 

35A dicabut melalui perintah Presiden Ramnath Kovind dalam Constitutional 

Order  272 dan 273. Mahkamah Agung India menyatakan bahwa status khusus 

yang dimiliki oleh J&K hanyalah ketentuan sementara karena kondisi konflik 

bersenjata pada masa integrasi India. Oleh karena itu, pada 5 Agustus 2019, Pasal 

370 dan 35A secara resmi dicabut secara konstitusional (Al Jazeera 2023). 

Pencabutan tersebut sekaligus sebagai tanda berakhirnya status khusus J&K serta 

membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk menerapkan hukum nasional secara 

penuh di wilayah tersebut tanpa adanya pengecualian. Keputusan ini membawa 

dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di wilayah 

J&K, terutama bagi masyarakat Muslim yang selama ini dilindungi oleh status 

otonomi tersebut.    

 Setelah Pasal 370 dan 35A resmi dicabut, pemerintah India memberlakukan 

Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 31 

Oktober 2019. Undang-Undang ini mereorganisasi wilayah J&K menjadi dua 

Union Territories yaitu Jammu & Kashmir dan Ladakh. Pemerintah India 

mengklaim bahwa penataan ulang tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan 

wilayah J&K ke dalam sistem hukum nasional dan memperkuat integritas politik 

negara sesuai yang terdapat dalam the Union Territory of Jammu and Kashmir 

Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order. Selain itu, kebijakan ini 

juga dinyatakan oleh pemerintah India sebagai upaya untuk mengatasi masalah 

ketidakstabilan politik, separatisme, dan keterbelakangan ekonomi di wilayah 

tersebut. Serta reorganisasi ini juga diharapkan dapat menciptakan perdamaian, 

https://www.zotero.org/google-docs/?xdy8gG
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stabilitas, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah J&K (Awasthi 2023). 

 Akan tetapi, pencabutan Pasal 370 dan 35A mendapatkan banyak kecaman  

dari kelompok Muslim dimana wilayah J&K juga merupakan satu-satunya wilayah 

mayoritas Muslim di India. Maka dari itu adanya pencabutan tersebut menimbulkan 

persepsi bahwasanya pencabutan kedua pasal merupakan langkah awal dari upaya 

pemerintah untuk mengubah demografi J&K melalui pembukaan akses migrasi 

penduduk ke wilayah J&K untuk tinggal dan bekerja serta membeli tanah. Hal 

tersebut semakin diperkuat setelah pemerintah mengesahkan the Jammu and 

Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fifth Order, 2020 (Khan 

2020).  Kebijakan tersebut telah mengubah kebijakan mengenai pertanahan dimana 

siapapun dapat membeli atau menyewa tanah di wilayah tersebut dan melegalkan 

sistem penguasaan tanah kolonial yang dikuasai oleh mayoritas Muslim. 

Penguasaan tanah ini dilakukan oleh Hindu dimana mereka menggap adanya 

korupsi yang dilakukan oleh kelompok Muslim sehingga menyebabkan pengusiran 

paksa terhadap kelompok Muslim dari tanahnya sendiri (Zargar dan Osuri 2024). 

Sejak pencabutan pasal 370 hingga 2025 terdapat setidaknya 631 non-resident yang 

telah membeli lebih dari 195.261 meter persegi tanah di wilayah J&K dan 

dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun (Wani 2025).  

Wilayah J&K yang saat ini merupakan wilayah dalam pengembangan telah 

berhasil menarik para investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Hingga saat 

ini terdapat setidaknya 1.559 perusahaan baik lokal maupun multinasional untuk 

membangun perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, manufaktur dan 

sebagainya. Pemerintah India sendiri telah menetapkan 625 hektar tanah di wilayah 

Kashmir untuk mendukung pembangunan di bekas wilayah J&K (Zargar dan Osuri 
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2024). Selain itu, setelah pencabutan Permanent Residents, pada tahun 2020, 

pemerintah pusat memberikan setidaknya 55.931 sertifikat domisili kepada West 

Pakistan Residents (WPR) yang telah menetap di J&K sejak tahun 1947. Mereka 

diantaranya berasal dari kelompok Valmikis, Gurkha, dan kelompok hindu lainnya 

(Zargar 2021). 

Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah tersebut dianggap 

sebagai bagian dari agenda Hindutva. Dimana pemerintah telah menghina 

kelompok Muslim dalam berbagai pidatonya dengan menganggap mereka sebagai 

ancaman terhadap keamanan. Maka dari itu, guna mencegah ancaman terjadi, 

pemerintah India berupaya untuk mengintegrasikan wilayah J&K dengan 

melakukan pencabutan Pasal 370 dan 35A. Setelah pencabutan dilakukan, identitas 

asli J&K yang erat dengan Muslim perlahan tergantikan dengan masuknya 

Masyarakat non-Muslim khususnya Hindu, adanya promosi ziarah kuil kuno Hindu 

ke Kashmir yang dilakukan oleh BJP, perebutan tanah Muslim, dan pemberian 

status domisili kepada WPR yang mayoritas Hindu (Veracini 2022; H. Zargar dan 

Osuri 2024).  

Pencabutan Pasal 370 dan 35A juga menyebabkan ruang gerak masyarakat 

Muslim J&K menjadi sangat dibatasi. Seperti adanya pelarangan perayaan Idul 

Adha serta mengumandangkan Adzan dimana hal tersebut telah melanggar hak 

kebebasan beragama (UN 2019). Muslim yang merupakan kelompok mayoritas di 

wilayah J&K seringkali dipandang sebagai kelompok rendahan dan sulit diatur. 

Maka untuk menertibkan dan mengendalikan mereka, pemerintah pusat semakin 

memperketat pengawasan terhadap kelompok Muslim yang dianggap telah 

melanggar hak fundamental masyarakat dengan menerapkan Armed Forces 
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(Special Powers) Act (AFSPA) dan Public Safety Act (PSA). Dimana kedua hukum 

tersebut memberikan kekuasaan terhadap aparat keamanan serta lembaga penegak 

hukum untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penembakan terhadap 

masyarakat J&K terutama Muslim (Thakur 2024). Sesuai yang tertulis dalam 

Section 4(a) dan 4(b) Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) 1958 dan 

Section 8 Public Safety Act (PSA) 1978. 

Tindakan yang dilakukan pemerintah India tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga disertai dengan tindakan kekerasan, seperti pengerahan 

aparat keamanan sebanyak 231.000 pasukan yang diturunkan secara bertahap, 

pengamanan yang ketat, penahanan kurang lebih 500 orang Jemaat-e-Islami beserta 

5000 aktivis lainnya (Al Jazeera 2023). Kasus penangkapan dibawah PSA tanpa 

adanya bukti dan bahkan alasan yang jelas terjadi paling banyak di wilayah 

Srinagar, Kashmir dengan total tujuh kali lipat lebih banyak dibandingkan di 

wilayah Jammu yang di dominasi Hindu. Sehingga diyakini bahwasanya 

pengamanan di wilayah J&K hanya berfokus untuk memantau pergerakan 

kelompok Muslim (Amnesty International 2024) 

Menurut Omar Abdullah yang merupakan mantan Menteri Utama J&K, 

penghapusan ini merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah pusat terhadap J&K 

serta keputusan yang tidak konstitusional yang dapat menimbulkan kerusuhan di 

wilayah J&K terutama setelah pemerintah menurunkan aparat keamanan dengan 

tujuan menjaga perdamaian di wilayah tersebut terutama pada saat pencabutan 

Pasal 370 (Verma 2019; Philip 2019). Selain itu,  melalui narasi keamanan nasional 

dan integrasi wilayah, melalui pencabutan Pasal 370 dan 35A dianggap sebagai 

langkah menyelamatkan wilayah J&K dari ancaman keamanan serta mendukung 
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pembangunan di wilayah tersebut (Nisa 2025). Namun, dalam praktiknya, 

kebijakan ini secara sistemik mengikis hak dan perlindungan hukum terhadap 

komunitas Muslim di Jammu dan Kashmir serta membuka ruang bagi rekayasa 

demografis dan kontrol politik yang tidak proporsional (Awais 2025).  

3.1.2 National Register of Citizens (NRC)  

 National Register of Citizen atau NRC merupakan kebijakan yang pertama 

kali dikeluarkan pada tahun 1951 dengan tujuan untuk mengidentifikasi warga 

negara India dan mendeportasi imigran ilegal. Kebijakan ini muncul sebagai respon 

terhadap migrasi besar-besaran yang terjadi setelah pembagian wilayah India dan 

Pakistan pada tahun 1947 (Menon 2023). Pada awal pembentukannya, NRC 

bersifat administratif dan tidak secara eksplisit berbasis agama. Assam, yang 

merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Pakistan Timur yang 

sekarang Bangladesh, menjadi jalur masuk utama bagi pengungsi terutama 

komunitas Hindu Bengali, pasca perang Indo-Pakistan tahun 1971 (Tippabhatla 

2021).  

 Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Assam menimbulkan 

kekhawatiran terhadap masyarakat Assam, sehingga sentimen anti-imigran mulai 

berkembang pada tahun 1970. Sentimen ini didorong oleh anggapan bahwa para 

pendatang tersebut dapat mengancam identitas budaya, bahasa, serta peluang 

ekonomi masyarakat Assam (Menon 2023). Pada tahun 1971-1985, mahasiswa 

Assam yang tergabung dalam All Assam Students’ Union (AASU) bersama dengan 

All Assam Gana Sangram Parishad (AAGSP) melancarkan serangkaian protes 

yang dikenal sebagai Assam Movement, melakukan serangkaian protes menuntut 

pemerintah India untuk segera mengidentifikasi serta mendeportasi imigran ilegal 
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(CSAP 2025). Mereka berpendapat keberadaan imigran tidak hanya mengancam 

identitas Assam, tetapi juga menyebabkan meningkatnya pengangguran di 

kalangan penduduk lokal. Tekanan politik tersebut mendorong negara untuk 

menanggapi melalui mekanisme hukum. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah 

India melakukan negosiasi bersama dengan perwakilan Assam Movement yang 

kemudian menghasilkan Assam Accord 1985 (SCO 2024; D’Souza 2023).  

 Assam Accord menghasilkan dua aspek terkait kewarganegaraan. Pertama, 

penetapan batas kelayakan kewarganegaraan melalui naturalisasi, yang 

berdasarkan tahun migrasi ke India sebelum tahun 1966. Kedua, perubahan aturan 

kewarganegaraan berdasarkan tahun kelahiran sebelum tahun 1987 tanpa 

memandang status kewarganegaraan orang tua mereka (Jayal 2022). Meskipun 

kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam meredakan ketegangan sosial di 

Assam, pengimplementasiannya tidak berjalan efektif selama beberapa dekade.  

Hingga pada tahun 2013, Mahkamah Agung India mengambil alih proses 

tersebut dan memerintahkan pemerintah Assam untuk memperbaharui NRC. 

Selama proses pembaharuan tersebut, setiap penduduk Assam wajib membuktikan 

bahwa mereka ataupun leluhur mereka telah tinggal di India sebelum 24 Maret 1971 

sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Kewarganegaraan (Vajiram & Ravi 2025; 

Choudhury 2023). Himanta Biswa Sarma yang merupakan Menteri Utama Gujarat 

menyatakan bahwasanya terdapat 1,9 juta penduduk yang dikeluarkan dalam draft 

akhir NRC, dimana sekitar 36,8% merupakan Muslim, 26,3% Hindu bengal, 10,5% 

Hindu, 7,9% Gurkha, dan 18,4 kelompok lain (The Wire 2024). 

 Disaat masalah NRC di Assam belum sepenuhnya terselesaikan, Amit Shah 

yang merupakan Menteri Dalam Negeri India mengusulkan pengimplementasian 
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NRC tidak hanya di Assam melainkan secara nasional dan memastikan akan 

melakukan deportasi terhadap semua imigran ilegal sebelum pemilihan Lok Sabha 

tahun 2024 (Korobi 2024). Selama masa kampanye berlangsung, alih–alih 

menggunakan kata imigran ilegal, Amit Shah memilih menggunakan kata penyusup 

yang merujuk kepada Muslim Rohingnya dan Bangladesh, serta menggambarkan 

mereka sebagai kelompok berbahaya (Hindutva Watch 2024).  

Meskipun secara formal kebijakan tersebut terlihat netral, dalam praktiknya 

memberikan dampak yang tidak adil terhadap komunitas Muslim, banyak dari 

mereka yang berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu mendaftarkan 

kelahiran serta memberikan dokumen yang membuktikan keberadaan mereka 

ataupun leluhur mereka di Assam sebelum tahun 1971 (Sahoo 2025). Namun, 

beberapa dari mereka yang mampu membuktikan dokumen kependudukannya tetap 

dikecualikan dalam daftar NRC, dengan berbagai alasan seperti dokumen yang 

tidak lengkap atau bahkan dokumen yang diberikan dianggap palsu. Sehingga NRC 

berfungsi sebagai mekanisme sistematis untuk mengecualikan Muslim dari 

kelompok yang berhak untuk mendapatkan perlindungan negara serta menjadikan 

kelompok Muslim menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan status 

kewarganegaraan (Siddique dan Ramachandran 2024).  

Adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen tanah, sertifikat 

kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap, sertifikat yang dikeluarkan pemerintah, 

riwayat pekerjaan, rekening bank, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh otoritas 

yang berwenang, sertifikat pendidikan, dan bukti pembayaran pajak atau 

pendapatan tanah. Selain kelompok Muslim, kelompok Hindu dan suku asli juga 

tidak mampu memenuhi dokumen yang dibutuhkan. Namun, hanya kelompok 
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Muslim saja yang sering mendapatkan diskriminasi dan dilaporkan sebagai ke 

Foreigners Tribunal yang ada di Assam. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya 

narasi BJP yang mengatakan bahwasanya  nasionalisme budaya India adalah 

penawar paling ampuh untuk separatisme dan perpecahan dimana Muslim 

merupakan penyebar separatisme yang menyebabkan lahirnya Pakistan (Saikia 

2019). 

Meskipun NRC tidak secara langsung menargetkan kelompok Muslim. 

Namun, dalam prakteknya, kebijakan ini dianggap diskriminatif karena dianggap 

tidak adil terhadap kelompok Muslim yang merupakan mayoritas di beberapa 

wilayah di Assam (Bajoria 2020). NRC menunjukkan bagaimana negara 

menggunakan hukum yang tampak netral namun pada kenyataannya telah 

melakukan diskriminasi berdasarkan agama yang menyebabkan banyak Muslim 

yang harus kehilangan kewarganegaraanya (Daniyal 2020).   

Kekhawatiran tersebut semakin menguat dengan adanya pemberlakuan 

CAA, dimana apabila NRC dan CAA digunakan secara bersamaan maka kebijakan 

ini dapat mengancam kewarganegaraan Muslim india. Dimana NRC  berperan 

sebagai instrumen yang mencabut kewarganegaraan, sementara CAA sebagai filter 

berbasis agama yang memberikan perlindungan eksklusif kepada non-Muslim 

(Anand 2020). Adanya penggabungan kedua kebijakan ini menunjukkan 

bagaimana negara menggunakan hukum dan kebijakan sebagai alat seleksi 

kewarganegaraan berdasarkan identitas agama, sehingga menempatkan Muslim 

sebagai kelompok kelas dua yang secara struktural tidak diinginkan di India (Singh 

2024b). 
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3.1.3 Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) 

Sejak Citizenship Amendment Act (CAA) disahkan pada Desember 2019 

oleh Parlemen India, Undang-Undang ini menjadi salah satu kebijakan yang paling 

kontroversial dalam politik India (Chandrachud 2020). Sebelum CAA 

diberlakukan, proses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan India 

mensyaratkan masa tinggal minimal 11 tahun sesuai dengan ketentuan Citizenship 

Act, 1955 (Al Jazeera 2024). Namun, CAA memberikan pengecualian khusus bagi 

kelompok minoritas non-Muslim yang berasal dari negara mayoritas Muslim, 

seperti Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang telah ada di India sebelum 31 

Desember 2014 untuk mendapatkan percepatan kewarganegaraan (Amnesty 

International 2024; Al Jazeera 2024).  

Menurut BJP, pengesahan Undang-Undang ini bukanlah tanpa alasan, 

melainkan untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang mendapatkan 

penindasan di negara asalnya (Amnesty International 2024). Namun, klaim 

perlindungan tersebut menuai banyak kritik, karena CAA secara eksplisit 

mengecualikan kelompok Muslim yang juga mengalami penganiayaan di negara-

negara lain, seperti Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Tamil di Sri Lanka, 

serta komunitas Muslim di Bhutan, dan wilayah lainnya (Amnesty International 

2024b). Keberadaan CAA juga dianggap tidak sejalan dengan Pasal 14 Konstitusi 

India yang menjamin kesetaraan dihadapan hukum yang mengakibatkan banyaknya 

tuduhan dari partai oposisi, masyarakat India, hingga organisasi internasional yang 

menilai bahwa CAA merupakan kebijakan yang diskriminatif dan tidak sejalan 

dengan prinsip sekularisme India (Chandrachud 2020).  

Secara konstitusional, India merupakan negara sekuler sebagaimana 
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ditegaskan dalam Amandemen Konstitusi tahun 1976 yang menyatakan bahwa 

India merupakan negara republik yang berdaulat, sosialis, sekuler dan demokratis 

(Agrawal 2024). Namun, sejak PM Narendra Modi menjabat, prinsip sekularisme 

tersebut perlahan tergerus seiring menguatnya kekuasaan BJP yang berideologi 

Hindutva. Keterkaitan erat antara BJP dan organisasi RSS telah mendorong 

berkemangnya politik identitas berbasis agama, yang dalam prakteknya sering 

memposisikan Muslim sebagai kelompok lain atau orang luar dari identitas nasional 

India (Chandrachud 2020).  

 Menurut Asaduddin Owaisi yang merupakan salah satu anggota Lok Sabha 

sekaligus ketua All India Majelis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), CAA 

merupakan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak atas 

kesetaraan dengan mengecualikan Muslim dari daftar penerima kewarganegaraan. 

Ia juga berpendapat bahwa pemerintah sengaja menerapkan kebijakan ini hanya 

untuk menargetkan kelompok Muslim (Hindustan Times 2024; The Hindu 2024). 

Selain Owaisi, Yogendra Yadav yang seorang aktivis India, berpendapat bahwa 

CAA tidak hanya berfungsi sebagai hukum semata, melainkan merupakan bagian 

dari strategi politik identitas berbasis agama yang dijalankan oleh negara dengan 

menempatkan Muslim sebagai masyarakat kelas dua (Khrisnan 2024).  

Adanya kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara telah secara aktif 

memilih dan memprioritaskan kelompok agama tertentu melalui hukum. Oleh 

karena itu, kebijakan ini menyebabkan pengimplementasian sekularisme di India 

seringkali dianggap semu atau pseudo-secularism, yaitu praktik sekularisme yang 

secara formal menjunjung netralitas agama, namun secara substantif memberikan 

perlakuan istimewa kepada suatu kelompok agama tertentu (Ajithkumar 2025).  
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CAA tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan imigrasi atau 

perlindungan minoritas dari negara lain, melainkan sebagai alat hukum yang 

diberlakukan oleh negara dalam mengelompokkan kewarganegaraan berdasarkan 

identitas agamanya. Melalui klaim netralitas dan kemanusiaan, negara secara 

struktural telah mengecualikan Muslim dari akses terhadap perlindungan hukum 

yang setara dengan agama lainnya. Proses ini menunjukkan bagaimana Islamofobia 

tidak hanya hadir dalam lingkup masyarakat sosial, tetapi dilembagakan melalui 

hukum negara yang sengaja dibentuk untuk membedakan antar kelompok 

masyarakat (Ananda 2024). 

Pengesahan CAA kemudian menyebabkan protes besar-besaran di berbagai 

wilayah India. Protes pertama kali terjadi di wilayah Assam, dimana protes tersebut 

dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran adanya ancaman terhadap bahasa, budaya, 

serta struktur penduduk asli Assam apabila masuknya imigran dalam jumlah besar 

ke wilayah mereka (Bhattacharyya 2024). Selain di wilayah Assam, protes juga 

terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti di Meghalaya, Tripura, Delhi dan 

wilayah lainnya. Penanganan protes ini diwarnai dengan penggunaan kekerasan 

oleh aparat keamanan, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia 

dan ribuan lainnya mengalami luka-luka (Al Jazeera 2024). 

Meskipun telah disahkan selama 5 tahun, kebijakan ini masih tetap 

mendapatkan penolakan oleh masyarakat luas. Pada Maret 2024, Mahkamah 

Agung India menerima setidaknya 237 petisi yang menentang konstitusionalitas 

Undang-Undang tersebut (Rajagopal 2024). Pengecualian sistematis terhadap 

kelompok minoritas seperti Muslim menjadikan CAA sebagai bentuk Islamofobia 

struktural, dimana diskriminasi dilembagakan melalui hukum negara. Kebijakan ini 
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memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari pengimplementasian NRC, 

karena kelompok non-Muslim yang kehilangan kewarganegaraanya akibat NRC 

tetap akan mendapatkan perlindungan melalui kebijakan CAA. Sementara itu, 

kelompok Muslim yang juga berada dalam situasi yang sama tidak akan 

mendapatkan perlindungan serupa. Kombinasi CAA dan NRC menunjukkan 

bagaimana negara secara sadar menggunakan instrumen hukum untuk 

menargetkan, mengecualikan, dan meminggirkan komunitas Muslim dari hak 

kewarganegaraan penuh di India. 

3.1.4 Anti-Conversion law  

 Undang-Undang anti-Konversi telah ada di India sejak masa kolonialisme 

Inggris pada tahun 1930, ketika beberapa kerajaan Hindu mulai menerapkan aturan 

untuk membatasi aktivitas misionaris Kristen. Pada mulanya, kebijakan ini 

bertujuan untuk mempertahankan pemeluk agama Hindu dari pengaruh konversi 

agama yang dilakukan oleh Misionaris Kristen pada masa kolonial (Yaseen 2021; 

Shrivastava 2021). Namun, saat ini, Undang-Undang anti-Konversi mengalami 

transformasi signifikan baik dari segi tujuan maupun target kebijakan. Undang-

Undang ini telah diperbaharui dan disahkan di negara-negara bagian yang dikuasai 

oleh BJP dan menjadi bagian dari strategi politik yang bertujuan untuk mendorong 

sentimen anti-Muslim melalui kriminalisasi praktik konversi agama secara paksa 

(Ganguly 2021; Nielsen dan Selvaraj 2025).  

 Adapun yang melandasi kebijakan ini yaitu adanya anggapan bahwa 

kelompok mayoritas Hindu perlahan merasa terancam dengan meningkatnya angka 

konversi agama di India. Sentimen ini kemudian dimobilisasi oleh kelompok 

nasional Hindu sayap kanan yang membingkai konversi agama sebagai ancaman 
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terhadap stabilitas sosial dan identitas nasional (Nielsen dan Selvaraj 2025). Dalam 

konteks ini, Undang-Undang anti-Konversi dianggap sebagai solusi untuk 

mencegah konflik sosial yang kemungkinan terjadi. Kebijakan ini pertama kali 

diadopsi di negara bagian Uttar Pradesh pada tahun 2020 dan hingga tahun 2023 

kebijakan ini telah diadopsi di 12 dari 28 negara bagian India. Secara umum, 

Undang-Undang ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pelarangan konversi 

agama secara paksa, kewajiban pemberitahuan kepada otoritas negara, dan 

pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar (Wilson 2023). Ketentuan-ketentuan 

tersebut dinilai bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional 

seperti dalam pasal pasal 18(1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah 

menjamin kebebasan beragama (Wilson 2023).  

Kebijakan ini juga tidak dapat dipisahkan dari narasi Love Jihad, yang 

secara aktif dibentuk dan disebarkan oleh kelompok sayap kanan Hindu. Narasi ini 

dibangun diatas teori konspirasi yang menuduh pria Muslim menggunakan cara 

licik dengan merayu dan menculik perempuan Hindu untuk dinikahi dan memaksa 

mereka berpindah agama (Nielsen dan Selvaraj 2025). Beberapa politisi BJP 

bahkan menyatakan bahwa praktik LJ ini merupakan strategi demografis Muslim 

untuk meningkatkan populasi Muslim di India (Ganguly 2021). Narasi tersebut 

kemudian digunakan negara untuk membingkai kebijakan anti-konversi sebagai 

langkah protektif, sekaligus menciptakan ketakutan di kalangan mayoritas Hindu 

terhadap ancaman demografi Muslim. 

Meskipun istilah Love Jihad tidak pernah disahkan ataupun diakui oleh 

pemerintah pusat, istilah ini banyak digunakan dalam narasi politik yang telah 
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menuduh pria Muslim melakukan konversi paksa terhadap wanita Hindu. Salah 

satu negara bagian yang sangat gencar mempromosikan kebijakan ini yaitu Madhya 

Pradesh. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Menteri Utama Madhya 

Pradesh,  Shivraj Singh Chouhan, ia mengatakan bahwasanya “There will be no 

jihad in the name of love” dan  bahkan melakukan pengancaman kepada siapapun 

yang melakukan atau pun berencana untuk melakukan konversi dibawah narasi LJ 

(Dwary 2021).  

Di Madhya Pradesh sendiri larangan konversi ini telah diatur dalam The 

Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021. Berdasarkan kebijakan tersebut 

siapapun yang akan melakukan konversi wajib memberikan pemberitahuan kepada 

District Magistrate paling lambat dua bulan sebelum terjadinya konversi dan 

siapapun yang ketahuan melanggar, akan dipidana kurungan penjara paling sedikit 

satu tahun hingga lima tahun dengan denda tidak kurang dari dua puluh lima ribu 

rupees. Namun, pengimplementasian kebijakan ini dianggap telah membuka ruang 

luas bagi pengawasan negara terhadap kehidupan pribadi warga negara, sekaligus 

mendorong praktik pengawasan sosial serta tindakan main hakim sendiri yang 

dilakukan oleh kelompok Hindu radikal (Nielsen dan Selvaraj 2025).  

 Meskipun Undang-Undang anti-Konversi ini terkesan netral yang berlaku 

untuk semua agama, namun bukti larangan menunjukkan bahwa kebijakan ini 

secara tidak proporsional menargetkan pria Muslim, baik melalui pelaporan selektif 

maupun kriminalisasi sepihak (Human Rights Watch 2021). Pada tahun 2020 

hingga 2025 di negara bagian Madhya Pradesh, terdapat setidaknya 285 orang yang 

ditangkap berdasarkan kebijakan ini, dimana semuanya merupakan pria Muslim 

dengan tuduhan LJ (Sirothia 2025).  

https://www.zotero.org/google-docs/?OFgt1W
https://www.zotero.org/google-docs/?UF8JNM
https://www.zotero.org/google-docs/?UxMnkW
https://www.zotero.org/google-docs/?qO9BJi


41 

 

 Selain di Madhya Pradesh, kebijak anti-Konversi dengan narasi LJ juga 

telah ditetapkan di Assam. Pada Agustus 2024, Himanta Biswa Sarma yang 

merupakan Menteri Utama Assam secara terang-terangan mengumumkan akan 

memberlakukan kebijakan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku LJ 

(Kashyap 2024). Kebijakan tersebut akan menargetkan pria Muslim dan orang tua 

tertuduh. Hal tersebut dilakukan oleh Sarma, karena menurutnya populasi Muslim 

di Assam semakin meningkat dimana hal tersebut dapat mengancam Hindu yang 

merupakan identitas asli Assam (Alam 2025; Kashyap 2024).  

Mereka yang ketahuan menjalin hubungan dengan wanita Hindu 

mendapatkan berbagai tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian, teror 

ataupun ancaman, bahkan penjarahan yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal 

serta aparat keamanan (Petersen dan Khan 2022). Adanya tindakan tersebut 

merupakan dampak dari adanya pidato kebencian dari para politikus yang 

menggambarkan Muslim sebagai predator yang menyebabkan ketakutan di 

lingkungan masyarakat terkait adanya hubungan antara pria Muslim dan wanita 

Hindu. Sehingga segala bentuk kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk upaya 

perlindungan yang dilakukan kelompok Hindu terhadap wanita Hindu (Ghadage 

2024). 

Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintahan India khususnya 

negara bagian Madhya Pradesh menggunakan Hukum untuk mendiskriminasi 

kelompok tertentu serta membatasi kebebasan mereka dalam berekspresi terlepas 

dari agama mereka. Meskipun kebijakan ini berlaku terhadap semua agama, namun, 

dalam praktiknya kebijakan ini berfokus kepada narasi LJ yang dapat dilihat dari 

narasi yang diberikan oleh pemerintah negara bagian. Undang-Undang anti-
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Konversi ini merepresentasikan bentuk legalitas kecurigaan terhadap Muslim yang 

dibungkus dalam narasi keamanan, moralitas, dan perlindungan perempuan, 

sehingga memperkuat Islamofobia yang bersifat sistemik di India (abhade 2023). 

3.2 Retorika Pemerintah yang Mempolitisasi Muslim sebagai Ancaman 

Dalam kerangka Islamofobia struktural, retorika menjadi indikator penting 

karena melalui bahasa dan simbol politik, negara mampu  membentuk opini publik 

terhadap Muslim dengan menggambarkan mereka sebagai kelompok yang dicurigai 

dan berbahaya. Dalam bukunya, Beydoun memberikan gambaran bagaimana 

sebuah pernyataan pejabat publik seperti “i think Islam hates us” tidak hanya 

merefleksikan pendapat pribadi, tetapi juga mampu memicu peningkatan 

kecurigaan publik terhadap Muslim yang mengakibatkan meningkatnya ancaman, 

intimidasi, serta kekerasan terhadap kelompok Muslim (Beydoun 2018).  

Hal ini terlihat secara jelas selama masa pemerintahan Narendra Modi, 

dimana ia beserta beberapa aktor politik lainnya seringkali menggunakan retorika 

yang terkesan anti-Muslim. Jika pada periode pertama pemerintahan Modi dan BJP 

dikritik menggunakan dog-whistle politics, yaitu menggunakan coded language 

untuk meningkatkan sentimen anti-Muslim. Selama periode pertama terdapat 

beberapa pidato yang menggunakan istilah Mughal, Shehzada, Pink Revolution, 

dan Musalamaan. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung, namun, istilah ini 

dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menimbulkan permusuhan antar 

kelompok agama dengan mengaitkan pada pemerintahan Aurangzeb (Naqvi 2024).  

Pada periode kedua, retorika tersebut mengalami pergeseran menjadi lebih 

terbuka dan agresif seperti penggunaan kata penyusup atau rayap yang secara 
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langsung ditujukan kepada Muslim Bengali. Muslim Bengali sendiri merupakan 

imigran Bangladesh yang masuk ke Assam secara bergelombang selama masa 

hingga pasca kolonialisme Inggris dan telah tinggal di Assam selama beberapa 

generasi. Oleh karena itu, pemerintah India telah secara terang-terangan 

menganggap Muslim khususnya Muslim Bengali sebagai ancaman negara. Adanya 

retorika tersebut menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi kelompok 

minoritas, terutama Muslim karena retorika tersebut dianggap dapat menyebabkan 

meningkatnya kekerasan komunal (Ayyub 2019). Adanya transisi dari dog-whistle 

ke retorika yang lebih terang-terangan ini menunjukkan bagaimana Islamofobia 

yang semula bersifat pribadi kemudian berubah menjadi Islamofobia struktural 

yang didukung oleh negara, sehingga mampu memperkuat diskriminasi dalam 

praktik bernegara. 

Promosi ideologi Hindutva semakin menguat melalui retorika aktor politik, 

terutama menjelang dan selama masa kampanye pemilu. Sebagai contoh, pada 

pemilu 2019, Amit Shah yang merupakan tokoh BJP, menyebut Muslim sebagai 

penyusup dan berjanji akan melakukan pengusiran terhadap seluruh penyusup yang 

ada di India. Dalam pernyataanya, imigran Muslim bahkan diibaratkan sebagai 

rayap yang dianggap dapat mengambil hak masyarakat asli India secara perlahan. 

Retorika dehumanisasi ini kemudian diikuti dengan usulan penerapan NRC sebagai 

mekanisme untuk membersihkan negara dari penyusup, sebagaimana yang telah 

dilakukan di Assam (Griffiths dan Suri 2019). Retorika ini memainkan peran 

penting dalam membingkai Muslim bukan sebagai warga negara, melainkan 

sebagai ancaman keamanan yang harus dikendalikan. 

 Dampak dari adanya normalisasi retorika anti-Muslim ini tercermin dalam 
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meningkatnya kasus ujaran kebencian di India. Pada tahun 2023, terdapat 

setidaknya 668 kasus ujaran kebencian yang tercatat, dengan 255 kasus terjadi pada 

awal tahun yang kemudian meningkat sebesar 62% menjadi 413 kasus pada paruh 

kedua. Sekitar 75% atau 498 kasus dari total kasus terjadi di negara bagian yang 

diperintah oleh BJP, dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di Maharashtra, Uttar 

Pradesh, dan Madhya Pradesh (Singh 2024). Bentuk ujaran kebencian tersebut 

mencakup seruan langsung untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok 

Muslim, penghancuran Masjid, dan penyebaran narasi konspirasi seperti Love 

jihad, land jihad, halal jihad, dan population jihad (IHL 2024). Pola ini 

menunjukkan bahwa peningkatan ujaran kebencian terhadap kelompok Muslim 

tidak hanya terjadi secara acak, melainkan isu yang terpusat di wilayah yang 

didominasi kekuatan politik tertentu, sehingga mencerminkan dampak langsung 

dari adanya normalisasi retorika anti-Muslim dalam ruang publik (IHL 2025). 

Jika pada tahun 2023 jumlah kasus kebencian yang tercatat sebanyak 668 

kasus, maka pada tahun 2024 angka tersebut kembali meningkat secara signifikan 

seiring dengan pelaksanaan pemilihan Lok Sabha, dengan total 1.165 kasus atau 

meningkat sebanyak 74,4%. Dari jumlah tersebut, 1.147 atau sekitar  98,5% kasus 

secara langsung menargetkan kelompok Muslim (Sebastian 2025). Peningkatan ini 

terjadi selama masa pemilu, dimana tokoh-tokoh seperti Narendra Modi, Amit 

Shah, dan Yogi Adityanath, serta tokoh yang memiliki keterkaitan dengan 

organisasi nasionalis Hindu memainkan peran penting dalam menyebarkan ujaran 

kebencian serta menghasut kekerasan terhadap Muslim. Bentuk hasutan tersebut 

meliputi seruan kekerasan langsung terhadap Muslim, ajakan mengangkat senjata, 

boikot ekonomi terhadap bisnis Muslim, dan penghancuran ataupun penyitaan 
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bangunan keagamaan serta properti pribadi (IHL 2025). Data tersebut menunjukkan 

bahwa pidato kebencian semakin meningkat menjelang dan selama pemilihan, 

sehingga kebencian terhadap Muslim digunakan sebagai instrumen mobilisasi 

politik yang secara de facto menjadi bagian dari praktik kekuasaan bernegara 

(Hasan 2023).  

 

Grafik 1. Wilayah Penyebaran Ujaran Kebencian 

 

Sumber: Indian Hate Lab (2025)  

 

Salah satu contoh nyata dampak dari adanya retorika pemerintahan yaitu 

pada saat upacara peresmian Kuil Ram yang sebelumnya merupakan bekas 

bangunan Masjid Babri. Dalam pidatonya, Modi mengatakan bahwasanya roda 

waktu telah berputar dan bangsa India telah bangkit dari perbudakan, namun, pidato 

tersebut bukan hanya sebatas peresmian semata melainkan bagaimana Modi 

menggambarkan kelompok Muslim sebagai pelaku perbudakan. Peresmian Kuil 

tersebut juga dianggap sebagai hari kemenangan dari kekerasan dan perbudakan 

yang dilakukan kelompok Muslim di masa lalu. Akibat dari pidato Modi tersebut, 

https://www.zotero.org/google-docs/?967f2T
https://www.zotero.org/google-docs/?HwWAaG
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terdapat beberapa kasus penyerangan terhadap Muslim di Uttar Pradesh seperti 

terjadi serangan terhadap pria Muslim setelah peresmian Kuil di Ayodhya, 

penggeledahan serta penghancuran rumah-rumah Muslim yang diduga menyimpan 

daging sapi dan penyerangan yang mengakibatkan kematian di Aligarh yang 

dilakukan oleh kelompok Hindu radikal (Sharma 2024).  

Peningkatan isu Islamofobia di India sepanjang periode 2023-2024 

memperlihatkan pola yang konsisten, dimana aktor politik secara terus menerus 

menggunakan retorika Islamofobia yang tidak hanya mencerminkan prasangka 

sosial, tetapi berfungsi sebagai mekanisme negara yang dapat mengubah bias anti-

Muslim menjadi kebijakan dan praktik publik. Retorika ini tidak hanya 

melegitimasi tindakan diskriminatif negara terhadap komunitas Muslim, tetapi juga 

mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menormalisasikan diskriminasi 

terhadap komunitas Muslim. Selain ujaran kebencian dari aktor politik, seorang 

pendeta Hindu Yati Narsinghanand juga kerap kali menyampaikan ujaran 

kebencian secara terang-terangan terhadap kelompok Muslim dengan menghasut 

umat Hindu untuk menyerang dan membunuh Muslim (Genocide Watch 2024). 

Narsinghanand sendiri dikenal sebagai pendeta Hindu yang kontroversial dimana 

ia seringkali menyebarkan narasi anti-Muslim dan pernah dikecam karena 

pernyataannya yang telah menghina Nabi Muhammad pada tahun 2024. Pada tahun 

2022 sebelum Narsinghanand diangkat sebagai kepala sekte Hindu, ia telah 

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak Muslim yang berusia 14 tahun dan 

menyebutnya sebagai pembunuh terlatih (Khare 2022) 

Banyaknya retorika ataupun ujaran kebencian terhadap Muslim yang 

dilakukan oleh para aktor politik dapat dilihat bagaimana Islamofobia di India telah 

https://www.zotero.org/google-docs/?nkiCQb
https://www.zotero.org/google-docs/?NER0xM
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dilembagakan melalui praktik komunikasi politik negara dan menjadi bagian dari 

struktur serta mekanisme kekuasaan. Menurut Beydoun, retorika yang memberikan 

stigma terhadap Muslim berfungsi sebagai mekanisme ideologis yang 

menormalisasi kebijakan diskriminatif dan tindakan kekerasan terhadap komunitas 

Muslim. Sehingga mampu memperkuat Islamofobia pada level struktural dan tidak 

hanya sebatas individual (Beydoun 2018). 

3.3 Pengawasan Serta Represi Terhadap Kelompok Muslim 

Salah satu bentuk paling nyata dari bagaimana negara menginstitusionalkan 

kecurigaan terhadap kelompok Muslim adalah dengan melakukan praktik 

pengawasan serta represi yang dilembagakan dalam kebijakan keamanan dan 

penegakan hukum (Nielsen dan Selvaraj 2025). Praktik ini menunjukkan 

bagaimana kecurigaan terhadap Muslim diterapkan secara terorganisir oleh negara 

melalui hukum dan keamanan. Sehingga adanya pengawasan dan represi terhadap 

Muslim tidak dipandang sebagai pelanggaran hak, tetapi dibingkai sebagai langkah 

yang sah untuk melindungi keamanan nasional (Elsheikh dan Sisemore 2024). 

Selama periode kedua pemerintahan Narendra Modi, terdapat beberapa 

kasus pengawasan serta tindakan represi terhadap Muslim yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun aparatur negara. Salah satu bentuk represi yang dilakukan yaitu 

dengan menerapkan Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), yaitu Undang-

Undang anti-terorisme yang memberikan kewenangan luas kepada aparat negara 

untuk melakukan penahanan praperadilan kepada individu yang diduga terlibat 

dalam aktivitas terorisme (OHCHR 2024). Meskipun secara resmi UAPA 

dirancang sebagai alat perlindungan keamanan nasional, namun, kebijakan ini 

https://www.zotero.org/google-docs/?Qme2YE
https://www.zotero.org/google-docs/?vyGDTq
https://www.zotero.org/google-docs/?PTLyPA
https://www.zotero.org/google-docs/?UPVYnH
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mendapatkan kritik dari berbagai organisasi internasional yang menilai bahwa 

penerapan UAPA berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kritik tersebut muncul 

karena penggunaan definisi terorisme yang dinilai terlalu luas dan ambigu, yang 

memungkinkan terjadinya penahanan praperadilan dalam jangka panjang tanpa 

jaminan proses hukum yang adil (OHCHR 2024).  

Dalam prakteknya, UAPA kerap digunakan secara selektif terhadap para 

aktivis, mahasiswa, serta tokoh Muslim yang menyampaikan kritik terhadap 

pemerintah. Seorang pengacara sekaligus aktivis HAM, Vrinda Grover mengatakan 

bahwasanya UAPA merupakan salah satu senjata politik yang digunakan untuk 

menyudutkan Muslim serta membungkam para aktivis yang tidak sejalan dengan 

tujuan negara (Kuchay 2019). Meskipun tidak ada data resmi yang dikeluarkan 

mengenai identitas agama yang ditangkap dibawah UAPA, namun, sebagian besar 

dari mereka yang identitasnya diketahui merupakan Muslim, akademisi, serta 

aktivis hak minoritas seperti Umar Khalid, Stan Swamy dan sebagainya yang 

ditangkap dibawah UAPA tanpa adanya bukti yang jelas (Genocide Watch 2024). 

Dimana hal ini sangat berbanding terbalik apabila aktor politik ataupun pemuka 

agama yang terafiliasi dengan ideologi Hindutva melakukan dan menyebarkan 

ujaran kebencian meskipun ada bukti yang menunjukkan tindakan mereka 

(Genocide Watch 2024). 

Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kerusuhan Delhi tahun 2020, yang 

bermula sebagai protes masyarakat terhadap CAA. Selama peristiwa tersebut, 

sejumlah aktivis dan warga Muslim yang tidak terlibat langsung dalam kerusuhan 

dilaporkan menjadi korban penangkapan dibawah UAPA, meskipun tanpa adanya 

bukti yang memadai (OHCHR 2024; Zaffar dan Denmark 2023).  Seperti yang 

https://www.zotero.org/google-docs/?s9xEdC
https://www.zotero.org/google-docs/?aDG4eE
https://www.zotero.org/google-docs/?MM6w1Q
https://www.zotero.org/google-docs/?NoKsAb
https://www.zotero.org/google-docs/?0Nlkrq
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terjadi kepada 2 aktivis Umar Khalid dan Sharjeel Imam dimana pada saat 

kerusuhan mereka tidak terlibat dalam kerusuhan namun mereka tetap ditangkap 

dan dipenjara tanpa adanya peradilan selama 5 tahun dengan tuduhan sebagai 

provokatif dan telah melakukan penghasutan kekerasan komunal meskipun 

tuduhan tersebut tidak terbukti hingga saat ini (Saaliq 2026). Selain melakukan 

penangkapan terhadap kelompok Muslim, pemerintah India juga melakukan 

pengawasan hingga penghancuran tempat ibadah seperti yang terjadi di beberapa 

wilayah negara bagian Delhi pada tahun 2024, dimana mereka menghancurkan 

beberapa Masjid seperti Masjid Faiz-e-Elahi dan selang beberapa hari kemudian 

mereka kembali menghancurkan Masjid bersejarah Jannatul Firdaus tanpa adanya 

pemberitahuan terlebih dahulu dengan alasan Masjid tersebut merupakan bangunan 

ilegal (Human Rights Watch 2024).  

Pola represi terhadap kelompok Muslim juga tercermin dalam jumlah 

populasi tahanan di India. Pada tahun 2020, sekitar 19,1% dari total populasi 

tahanan merupakan Muslim, baik warga negara India maupun pendatang (Hasan 

2022). Angka ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan, mengingat Muslim 

merupakan kelompok minoritas dalam struktur demografi India. Ketimpangan 

tersebut menunjukkan bagaimana penegak hukum yang secara tidak proporsional 

menempatkan Muslim sebagai subjek kecurigaan kriminal.  

https://www.zotero.org/google-docs/?sOznXA
https://www.zotero.org/google-docs/?jepffa
https://www.zotero.org/google-docs/?GxPers
https://www.zotero.org/google-docs/?GxPers
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Tabel 1. Persentase Tahanan Muslim Tahun 2020 

 

Sumber: Article 14 (2023) 

Sebagian besar penahanan tersebut dilakukan atas dakwaan tindak pidana 

berat seperti pembunuhan, penyerangan, percobaan bunuh diri, dan sebagainya 

(Hasan 2022). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat keamanan di 

India kerap memposisikan Muslim sebagai kelompok dengan tingkat kecurigaan 

kriminal yang lebih tinggi, sehingga proses penangkapan dalam banyak kasus 

dilakukan berdasarkan dugaan awal dengan bukti yang terbatas (Hasan 2022; 

Kuchay 2019). Kondisi ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum tidak hanya 

berfungsi sebagai mekanisme keadilan tetapi sekaligus sebagai alat represi yang 

berdampak secara tidak adil terhadap kelompok minoritas Muslim.  

Selain represi dengan menggunakan sarana hukum, kelompok Muslim di 

India juga menjadi target pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan 

Facial Recognition Technology (FRT) dan sistem CCTV yang berada dibawah 

pengawasan kepolisian setempat. Teknologi ini mulai digunakan secara intensif 

setelah terjadinya kerusuhan Delhi pada tahun 2020, khususnya untuk 

mengidentifikasi individu yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Pada tahun 

2021, kepolisian dilaporkan telah mengidentifikasi sekitar 1.800 identitas melalui 

FRT, dengan 137 diantaranya diproses secara hukum berdasarkan rekaman CCTV 

https://www.zotero.org/google-docs/?BLO5Sh
https://www.zotero.org/google-docs/?mNfF7g
https://www.zotero.org/google-docs/?mNfF7g
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yang ada (Bhattacharya 2021).  

Menurut seorang peneliti hukum dan teknologi, Jai Vipra, selama ini 

terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum dimana kelompok minoritas yang 

sering menjadi korban dan hal ini akan semakin memburuk apabila teknologi 

digunakan sebagai sistem dalam upaya penegakan hukum (Bhattacharya 2021). 

Penggunaan teknologi pengawasan ini menuai kritik luas karena minimnya regulasi 

yang mengatur transparansi, serta perlindungan privasi masyarakat. Selain itu, 

adanya potensi bias dan ketidakakuratan dalam FRT yang berisiko berdampak 

diskriminatif terhadap komunitas yang telah terpinggirkan secara struktural, 

termasuk Muslim. Dalam hal ini, teknologi tidak berfungsi sebagai alat netral, 

melainkan memperkuat praktik pengawasan yang telah bias secara sosial dan 

politik (Amnesty International 2023). 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?PHH4IQ
https://www.zotero.org/google-docs/?Najrhk
https://www.zotero.org/google-docs/?oRTNv9
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BAB 4  

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Islamofobia di India pada masa pemerintahan PM Narendra Modi pada periode 

2019-204 bukan hanya sebatas prasangka sosial, melainkan telah bertransformasi 

menjadi Islamofobia struktural yang dilembagakan melalui hukum, kebijakan, 

retorika politik, serta pengawasan dan represi negara terhadap komunitas Muslim. 

Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip konstitusional India yang 

merupakan negara sekuler. Dimana negara yang seharusnya bersikap adil terhadap 

seluruh masyarakat, menjadi aktor utama dalam memproduksi dan 

menormalisasikan diskriminasi berbasis agama.  

 Adanya kebijakan seperti pencabutan pasal 370 dan 35A di Jammu dan 

Kashmir, Citizenship Amendment Act (CAA), National Register of Citizens (NRC), 

dan Undang-Undang anti-Konversi merupakan instrumen hukum yang terlihat 

tampak netral. Namun, dalam prakteknya, kebijakan tersebut dianggap telah 

merugikan kelompok minoritas, khususnya Muslim. Kebijakan tersebut secara 

sistematis telah melenyapkan hak-hak Muslim secara perlahan untuk mendapatkan 

perlindungan hukum, hak kewarganegaraan, kebebasan beragama, dan bahkan 

memposisikan mereka sebagai warga kelas dua dalam sistem politik India. 

 Selain melalui kebijakan formal, retorika para elit politik seperti BJP dan 

Narendra Modi berperan sebagai aktor utama dalam mempolitisasi kelompok 

Muslim sebagai kelompok yang dapat mengancam keamanan nasional dan identitas 

mayoritas Hindu. Retorika tersebut kemudian mampu melegitimasi kekerasan 
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komunal, ujaran kebencian, dan bahkan tindakan kekerasan main hakim sendiri 

yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal terhadap kelompok Muslim. Adanya 

normalisasi retorika anti-Muslim menyebabkan meningkatnya kasus ujaran 

kebencian serta kekerasan berbasis agama di wilayah-wilayah yang didominasi 

oleh kekuatan politik Hindutva. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islamofobia di 

India bukan lagi sebatas Islamofobia individual melainkan telah tertanam dalam 

lingkup struktural. 

 Penelitian ini juga memaparkan bahwa praktik pengawasan dan represi 

melalui kebijakan keamanan yang secara selektif menargetkan kelompok Muslim 

seperti penggunaan Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), kriminalisasi 

aktivis dan kelompok Muslim, serta adanya pengawasan berbasis teknologi seperti 

Facial Recognition Technology (FRT), membuktikan bagaimana negara 

menjadikan identitas Muslim sebagai objek kontrol keamanan nasional. Tingginya 

jumlah tahanan Muslim, penangkapan prapradilan dengan bukti yang lemah, dan 

pengawasan selektif menguatkan argumen bahwa mekanisme hukum dan 

keamanan telah dibentuk sedemikian rupa sehingga memperkuat posisi Muslim 

sebagai kelompok yang selalu dicurigai dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi.  

 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dibahas oleh 

penulis dalam skripsi ini dimulai dari bab satu hingga bab tiga, penulis akan 

memberikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Rekomendasi yang bisa 

penulis berikan yaitu menganalisis peran media dalam memperburuk dan 

menormalisasi Islamofobia di India melalui penyebaran misinformasi dan 
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propaganda anti-Muslim. Sehingga penelitian berikutnya mampu menjelaskan 

bagaimana kebijakan negara dan peran media saling berkaitan dalam membentuk 

opini publik dan memperburuk marginalisasi kelompok Muslim. 
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